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ABSTRAK

Tulisan ini akan menjawab hal-hal yang berkenaan dengan strategi
politik hukum Islam ke depan. Setelah mengumpulkan data
secukupnya akhirnya didapat kesimpulan bahwa; strategi atau
langkah-langkah yang harus ditempuh agar hukum Islam menjadi
hukum nasional adalah (1) menjabarkan hukum-hukum Islam yang
terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah dalam bentuk rancangan
yang mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari;
(2) rancangan tersebut harus diutamakan lebih dahulu hukum Islam
yang dirasakan nilai kemaslahatan bagi rakyat dan negara dan dalam
rangka tercapainya tujuan negara; (3) membangun kekuatan politik
yang solid, baik di eksekutif maupun di legislatif,karena kedua
kekuasaan ini merupakan representasi dari kedaulatan rakyat, presiden
dipilih langsung oleh rakyat, begitu juga anggota parlemennya; (4)
Kesatuan dan persatuan ormas Islam untuk memberikan dukungan
kepada eksekutif dan legislatif agar segera menjadikan hukum Islam
menjadi hukum nasional.

Oleh karena itu hukum Islam akan menjadi hukum nasional di
Indonesia untuk masa depan, akan sangat tergantung pada lembaga-
lembaga negara yang terkait, ormas-ormas Islam dan kekuatan politik.
Hukum tidak akan dapat dijadikan undang-undang dan tidak memiliki
kekuatan kalau politik tidak mendukung. Bangunan politik yang
memihak kepada umat Islam harus diusahakan sebaik mungkin.
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Pertikaian, konflik sesama kekuatan politik Islam untuk meraih
kekuasaan harus ditinggalkan. Berpikir ke depan untuk penerapan
syareat Islam dan demi kemajuan bangsa dan negara harus menjadi

prioritas.

Kata Kunci: strategi, politik, hukum Islam

Pendahuluan

Tarik menarik, pro dan kontra
Rancangan Undang-Undang Pornogréfi
dan Pornoaks yang akhirnyadisahkan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan
namaUndang-Undang Pornografi meru-
pakan bukti kongkrit adanya kega-
mangan akan keberlakuan hukum yang
mengandung nilai-nilai gjaran1damdi
Indonesia, dan yang kontraitupun juga
sebagian dari umat Islam. Kelompok
yang mendukung di antaranyaMajlis

Ulamalndonesa(MUI),! Ikatan Cende-
kiawan MudimIndonesa(ICMI), Front
Pembelaldam (FPI), MgjlisMujahidin
Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir, dan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sedangkan kelompok yang menentang
berasal dari aktivis perempuan (femi-
nisme), seniman, artis, budayawan, dan
akademis. Adatingkat ketakutan kalau
Undang-undang yang merupakan gplikas
dari hukumIdamuntuk ditergokandaam
kehidupan nyata itu diberlakukan.

! Keputusan Fatwa Komisi FatwaMUI Nomor 287/Tahun 2001 tertanggal 22 Agustus 2001 tentang
Pornografi dan Pornoaksi berisi 11 keputusan adalah (1) Menggambarkan, secara langsung atau tidak
langsung, tingkah laku secaraerotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun
ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah
haram. (2) Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud
untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisuaisasikan adalah haram..(3) Melakukan
pengambilan gambar sebagai manadimaksud angka 2 adalah haram.(4) Melakukan hubungan seksual atau
adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual,
baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah
haram. (5) Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar
orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang
dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.(6)
Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antaralaki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya,
dan perbuatan sgjenislainnyayang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar
penikahan adalah haram.(7) Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi |aki-
laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan,dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali
dalam hal-hal yang dibenarkan secarasyar’i. (8) Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat
memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram. (9) Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan dapat
mendorong terjadinyahubungan seksual diluar penikahan atau, perbuatan sebagai manadimaksud angka 6
addah haram. (10) Membantu dengan segal abentuknyadan atau membi arkan tanpa pengingkaran perbuatan-
perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram. (11) Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas
perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram
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Padahal tidak adasatu pasalpun dalam
undang-undang itu yang menyertakan
ayat-aya a-Qur’ andan hadisRasulullah
sebagal sumber dari hukum Islam.
Sehingga tidak tepat kalau dikatakan
bahwa undang-undang pornografi ter-
masuk jugaperaturan-peraturan daerah
yang mewajibkan pegawal negeri sipil
wanita yang beragama Islam untuk
mengenakan busanamudimah dan harus
dapat membacaal-Qur’ an dengan baik
itu dikatakan sebagai perda syariah,
padahd sekdli |agi tidak adasatu ayatpun
yang menyatakan itu perda syariah.
Kaaupun negaramengd uarkan undang-
undang yang diperuntukkan kepada
umeat |Idamadaah sesuatu hd yangwajar
sgja, karena umat Islam di Indonesia
jumlahnya mayoritas, dan ini harus
mendapat perhatian dan diakomodasi
kepentinganya dalam menerapkan
gyaregt Idam. Namundi S lain, negara
jugamemiliki kepentingan untuk meng-
atur rakyatnyadengan hukumnyasendiri,
sementararakyat jugamemiliki aturan-
aturan yang menatakehidupan bersama
dalam masyarakat, makaadatigajenis
hukum, yakni civil law (hukum sipil),
Islamic law (hukum Islam) dan
common law (hukum adat).? Sejarah
terbentuknyahukumnasiona Indonesia,
Islamic law (hukum Islam) merupakan
salah satu elemen pendukung selain
hukum adat dan hukum Barat. Hukum
Islam telah turut serta memberikan

kontribusi norma-normadan nilai-nila
hukum yang berlaku di dalam kehidupan
masyarakat |ndonesiayang heterogen.
Meskipun perlu disadari pula bahwa
mayoritas penduduk muslim di suatu
negaratidak selalu dapat diasumsikan
berarti juga“ mayoritas’ dalam politik
dan kesadaran melaksanakan hukum
(Islam). Misalnyasikap menduaumat
Islam dalam bertransaksi dengan per-
bankan, antaramemilih bank konven-
siona danbank syariah atau bank Idam.
Tulisanini akanmenjawabhd-ha
yang berkenaan dengan strategi politik
hukum Islam ke depan, yang akan
diawali dari apa pengertian hukum
Islam? Bagaimana dinamika Hukum
Idamdi Indonesa?; bagaimanahubungan
hukum Islam dan Hukum Nasional di
Indonesia?; danyangterakhir gpadrateg
politik hukum untuk memberlakuan
hukum Idam padamasadepan?

Hukum Islam

Hukum menurut llmu Ushul Figh
adalah “titah Allah yang berhubungan
dengan perbuatan orang-orang mu-
kallaf, yang berupa tuntunan untuk
melakukan sesuatu, berupa tuntunan
untuk mel akukan sesuatu yakni perintah
yang dikerjakan (wgjib), tuntunan untuk
meninggal kan sesuatu (haram), kete-
tapan hukum yang mubah yang berarti
boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan,
atau ketetgpan hukum yang menjadi dua

2 Gama Moursi Badr, Islamic Law: Its Relation to Other Legal System, dalam The American
Journal of Comparative Law, Vol.26, No. 2. February 24-25, 1977, him. 187.
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hal saling berkaitan bahkan menjadi
haangan bagi yanglain Dengankatalain
hukum Islam sebagai perwujudan dari
taklif mempunyal duamakna, yakni yang
berhubungan dengan sifatnya, danyang
berhubungan dengan lingkungannya.*
Yang berkenaan dengan sifatnyaada5
hukum taklifi, yaitu wajib, mandub/
sunnah, haram, makruf dan mubah.
Sedangkan yang berkenaan dengan
lingkungan dari sesuatu perbuatan,
seperti faktor penyebabnya (sabab),
faktor penghalangnya(mani), dan faktor
ketergantungan padasesuatu yang lain
(syarth). Sesuatu perbuatan akan
mempunyai keabsahan atautidak tergan-
tung pada hal-hal tersebut, namun
ternyata hukum itu tidak kaku, tetapi
bersfat fleksibel, buktinyaadadispensas
kalau ada faktor darurat (dharurah),
kesulitan (masyaqgah). Ini sebagai
watak dasar hukum Islam yang lapang
dada dan luwes, sehingga mampu
menampung perkembangan yang terjadi.
Tentang hal ini al-Sayyid Sabig men-
jelaskan:

“...bahwa hal-hal yang tidak ber-
kembang menurut perkembangan
zaman dan tempat, seperti aga’'id

dan’ibadat, diberikan secara sepe-
nuhnyaperinciannya, dengandijelas-
kan oleh nash-nash yang bersang-
kutan; maka tidak seorangpun
dibenarkan menambah atau mengu-
rangi. Tetapi yang berkembang me-
nurut perkembangan zaman dan
tempat, seperti masalah-masalah
sogd, palitik dan penerangan diberi-
kan secara garis besar, agar berse-
Sualan dengan kepentinganamanusia
di semua zaman dan agar dapat
dipedomani oleh para pemegang
wewenang (ulu al-amr) dalam
menegakkan keadilan dan kebe-
naran.®

Menurut Nurcholish Madjid, ahli
hukum Idam sudah terbiasamengatakan
secarabenar bahwaletak kekuatan Idam
adalah sifatnya yang akomodatif
terhadap setiap perkembangan zaman
dan peralihan tempat (shalih li kulli
zaman wa makan-sesuai untuk setiap
zaman dantempat).® Untuk mendukung
sate-menini, d-Sayyid Sabiqdijadikan
rujukannya, karena Sabiq menyatakan
bahwa penetapan hukum yang berkaitan
perkara dunia, misalnya kehakiman,
politik, perang, makaRasulullah diperin-

3 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh. Cairo: Dar a-Fikr al-* Arabi, 1958, him. 21.

4Ali Yafie, “Pemikiran Hukum Islam”, dalam MuntahaAzhari dan Abdul Mu'im Saleh (ed.), Islam
Indonesia Menatap Masa Depan. Jakarta: P3M, 1989, him. 37.

5 Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Jilid I. Kuwait: Dar al-Bayan, 1968, him. 13.

8 Nurcholish Madjid dkk., Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah. Jakarta: Paramadina,

1995, him. 240.
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tahkan untuk bermusyawarah, sebagai-
manafirmanAllahddam Q.S Ali Imrar/
3:159.7

Daam hd pelaksanannyahukum
Idam dapat dirinci dalamtigahal, yaitu
(1) ahkam syar’iyyah i’tigadiyyah—
petunjuk dan bimbingan untuk mengend
Allah dan hal yang ghaib; (2) ahkam
syar’iyyah khulugiyah—petunjuk dan
ketentuan untuk mengembangkan po-
tens kebaikan agar menjadi makhluk
yang terhormat; dan (3) ahkam syar’-
iyyah “amaliyah—ketentuan dan sepe-
rangkat hukum yang mengatur hubungan

denganAllah, sessamamanusia, dandam
lingkungannya. Semua hal ini harus
bersumberkan padaa-Qur’an dan al-
Sunnah.® Hukum Islam adayang diper-
oleh melalui ketentuan nash, adapula
yang melalui jalan ijtihad. Ketentuan
hukum yang diperoleh dengan jalan
ijtihad, misalkan dengan jalan giyas,
istishlah, istihsan, istish-hab atau
pengukuhan terhadap adat ("urf).®
Hukum Islam dengan pengertian
syariah Islam pada dasarnya adalah
berbagai ketentuan dari Allah yang
berhubungan dengan pengaturan hidup
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“ Makadisebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya
kamu bersikap keraslagi berhati kasar, tentulah merekamenjauhkan diri dari sekelilingmu. Karenaitu
ma afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan merekadalam
urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.
SesungguhnyaAllah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Q.S. Ali Imran/3: 159).
Lihat Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen AgamaRI, 2002, him. 90.

8 Al Qur’an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad dalam rentang
waktu lebih kurang 22 tahun (semenjak Nabi diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya) dengan perantara
malaikat Jibril dalam bahasaarab yang bernilai ibadah jika dibacadan disampaikan secarakontinyu dari
generasi ke generasi. Adapun a Sunnah adalah perkataan, perbuatan, maupun persetujuan (berupa
diam) Nabi sekaitan dengan hukum sebagai penjelas atau bayan terhadap al Quran yang global. Ijtihad
merupakan rangkaian kerjayang diupayakan manusia dalam memahami al Qur’an maupun al Sunnah.
Rangkaian kerja ini melahirkan beberapa konsep hukum seperti |jma’ (konsensus para ahli ijtihad
tentang suatu masalah yang berkaitan dengan ruang lingkup agama setelah Rasul wafat), Qiyas
(menjel askan hukum suatu masal ah yang bel um ditentukan hukumnya dengan merujuk kepada persamaan
atau perbedaan illat/ substansi hukum yang telah jelas), Istihsan (penerapan hukum berdasarkan
kepentingan umum yang disokong oleh nash dengan cara induksi terhadap beberapa hukum syara),
Mashlahah (menetapkan hukum sesuatu dengan memprioritaskan manfaat dan mengabaikan mudarat
demi memeliharatujuan syara’), Istishhab (menetapkan hukum terhadap sesuatu sesuai dengan hukum
awalnya selamatidak ada argumen hukum lain yang merubahnya),  Urf (kebiasaan— ebih khusus dari
adat—mayoritas umat baik dalam berbuat maupun berbicara), Syar’u man gablana (gjaran nabi sebelum
Muhammad yang diakomodir oleh nash), M azhab Shahabi (pendapat sahabat terhadap suatu persoalan
yang tidak ada penjelasannya baik dari al Qur’an maupun a Sunnah), dan Dzari’ ah (sarana menuju
kepada sesuatu yang apabila dilarang disebut sadd al dzari’ah dan apabila diperintahkan disebut
dengan fath al dzari’ah). Lebih lanjut berkaitan dengan sumber dan dalil dalam hukum Islam dapat
dilihat Nasrun Haroen, Ushul Figh. Jakarta: Logos Wacana IImu, 1997, him. 15-172, Bandingkan
dengan Amir Syarifuddin, Ushul Figh. Jakarta: L ogos Wacana llmu, 2001, him. 219-406.
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individu, keluarga, masyarakat dan
negara, kemudian kemudian dikembang-
kanmeaui caraberpikir S stematisyang
disebut ijtihad. Menempuh jaanijtihad
karena memang semua masal ah yang
harus ada ketetapan hukum tidak
sepenuhnyaterperinci dalam al-Qur’ an
dan d-Sunnah. Padaha banyak masdah-
masal ah kehidupan baik dalam bidang
ekonomi, seni budaya, sosial, maupun
politik yang menuntut untuk ada kete-
tapan hukum, walaupun hasil ijtihad
kadang tidak selalu menyelesaikan
masalah, namun sebdiknyamenimbulkan
masal ah yang |ebih kompleks. Ijtihad
Hidayat Nur Wahid (Ketua Majlis
Permusyawaratan Rakyat—MPR)
mi salnyayang mengharamkan gol put
(tidek memilihdaam pemilihanumum—
abstain) justru menimbulkan polemik.
Amien Raisdengan sigap mengomentari
“aungguhameat naf menyeret namaagama

dalam urusan politik yang jelas-jelas
berorientasi kekuasaan, tidak ada
undang-undang yang mengaturnya,

begitupun ayat manayang mengatur soal

golput. Golput adaah hak rakyat, jangan
melakukan politisasi agama’. Akbar
Tanjung menimpali, “ sayapikir seha-
rusnyatidak datang dari ketuaM PR, dan
jangan menggunakan agama untuk
keperluan politik praktis, kalau gol put
dianggap haram, konsekuensinyabisa
masuk neraka’.® Namun kiai NU yang
berkumpul di Semarang sepakat untuk
tidak golput,™ sedangkan MajlisTarjih
dan Tajdid (MTT) Pimpinan wilayah
Muhammadiyah Jawa Tengah akan
membahas hukum gol put padaMusya-
warah Wilayah Tarjih ke-6 di Pati pada
bulan maret 2009. Begitu jugapenetapan
hukum merokok, juga menimbulkan
polemik, apakah merokok itu haram atau
makruh.*? Dan produk-produk kete-

9 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman, Seputa Filsafat, Hukum, Politik dan

Ekonomi. Bandung: Mizan, 1993, him.129.

10 Pernyataan Hidayat Nur Wahid itu disampaikan dalam acara dialog di Akbar Tanjung Institute
Jakarta, pada hari senin 15 Desember 2008. Lihat Solo Pos, Selasa 16 Desember 2008, him. 3.
1 K esepakatan itu diambil dalam acara Silaturrahmi UlamaNU Nasional digelar di Pondok Pesantren

Edi Mancoro Semarang, Senin 12 Januari 2009, diikuti sekitar 300 kiai. Ada kesepakatan lain yang
dihasilkan,, adalah memintawarga NU untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan menggunakan
hak pilihnya. Lihat Republika, Ulama NU Sepakat Tidak Golput, Selasa 13 Januari 2009, him. 3.

2 Di Jakarta pada hari Rabu 14 Januari 2009 diselenggarakan diskusi yang bertema “ Merokok
Haram atau Makruh” Menjelang Ijtima Fatwa Haram Majelis Ulama Indonesia. Majlis Tarjih dan
Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dalam Musyawarahh Tarjih ke-3 di Pemalang pada bulan
September 2007 telah membahas hukum merokok, dan keputusan yang diambil oleh sidang komisi
ternyata tidak tunggal, bahwa hukum merokok itu haram, namun ada juga ketetapan bahwa hukum
merokok itu makruf, tidak ada peserta yang berpendapat bahwa merokok itu mubah, atau bahkan ke
sunnah. M. Atho Mudzhar, “Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum
Islam”, dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 4 tahun Il (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam,
1991), him. 2 1-30,menjel askan bahwa cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam
menurutnyadibagi menjadi empat jenis, yakni kitab-kitab figh, keputusan-keputusan Pengadilan agama,
peraturan Perundang-undangan di negeri-negeri muslim dan fatwa-fatwaulama.
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tapan hukumlainnyayang dihaslkanolen
lembaga (ijtihad jama’i) atau per-
orangan (ijtihad fard). Ijtihad dengan
menggunakan akal pikiran memiliki
pijakan yang kuat, salah satunyahadis
Mu’ adz bin Jaba yang diutusRasulullah
untuk menjadi gubernur di Yaman.
Dengan menggunakan aka pikiranuntuk
memperoleh ketentuan hukum Islam
dalam hal-hal yang tidak secarategas
disebutkan daamd-Qur’ andan Sunnah
Rasulullah telah diijinkan semasaNabi
Muhammad Saw masih hidup. Namun
ada juga kelompok yang menerima
hukum itu seabagaimanaadanyayang
tertulisdalam a-Qur’ an dan a-Sunnah
dantidak perlu melibatkan akal pikiran
dalam memahaminya, yang sering dissbut
dengan kelompok tekstual atau skrip-
tural. Lembaga-lembaga keagamaan
yang masuk kategori gariskerasberada
dalam kelompok ini, mereka tidak
memerlukan bayani, burhani, apalagi
irfani.
DdammdaksanakanhukumlIdam
adasebagian membutuhkan keterlibatan

negara dalam teknis pel aksanaan dan
penegakkannya, sebagianyanglaintidak
membutuhkan keterlibatan negaradadam
penegakkannya, namun sebagianlainnya
tergantung padasituasi dan kondisi. 2
Hdl ini mengingat anekajenishukumyang
hanya untuk diri sendiri (misalnya
syahadat, shalat), adayang melibatkan
orang lain(misanyahgi) bahkan hgji ini
melibatkan negara untuk mengatur
pengel olaannya, dan gjaran Ilam yang
bergfat mu amdah.** Karenasfat hukum
itu sendiri yang mencakup ketentuan,
perintah, keputusan, vonis, kebijakan
dan pengendalian berasal dari Allahdan
legislas manusia untuk menegakkan
keadilan dalamakehidupanindividu dan
masyarakat. Dalamsurah d-Hadid: 25,
mengisyaratkan adanyatigaunsur yang
mempersatukan masyarakat, yakni (1)
kitab sebagal hukum yang ditaati; (2)
keadilan yang dilambangkan sebagai
timbangan untuk menye esaikan masalah-
masal ah atau sengketa; dan (3) kekua-
saan yang dilambangkan sebagai besi
untuk menegakkan hukum dan keadilan.

1B Rifyal Ka'bah, “ Saatnya Menanti Kompilasi”, dalam Majalah Panjimas No. 40, Th.IlI, Edisi

Khusus, 2000, him. 36.

14 ihat Gamal Moursi Badr, Islamic Law: Its Relation to Other Legal System, op.cit. him. 188.
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“Sungguh Kami Telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan

telah Kami turunkan bersasmamerekaAl Kitab dan neraca (keadilan) supayamanusiadapat mel aksanakan
keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat
bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang
menolong (agama)Nyadan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. SesungguhnyaAllah Maha
Kuat lagi Maha Perkasa. Periksa Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen AgamaRI, 2002,
him. 789.
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Ketigahd ini mengingatkan akan adanya
tigakekuasaan yang harusbekerjasama
secaraharmonisdalam rangkamembe-
rikan kesgjahteraan, kemakmuran, dan
keadilan padarakyatnya, yaituteori Trias
PolitikaMontesquieu, eksekutif, legid atif
dan yudikatif. Semua produk undang-
undang akan melibatkan ketigalembaga
tersebut. Eksekutif mengusulkan ran-
cangan undang-undang, legidatif yang
membahas dan menetapkan, sedangkan
yudikatif yang memberikan ketetapan
hukum kalau ada perselisihan dari
pel aksanaan undang-undang tersebuit.

Dinamika Hukum Islam di Indonesia

Daam perspektif historis, hukum
Islam di Indonesiaberkembang dalam
rentang waktu yang cukup lama, sejak
sebelum Belanda menjajah, waktu
men;jgjah, zaman kemerdekaan, Orde
Lama, Orde Baru sampai erareformas
sekarang ini. Sebelum kedatangan
Belanda, hukum Islam telah memiliki
kedudukan tersendiri, misalnya Sultan
Malikul Zahir dari SamudraPasal adalah
salah seorang ahli hukum Idamterkena
pada pertengahan abad X1V Masehi.
HukumIdammadzhab Syafii disebarkan
ke kerajaan-kergjaan |slam lainnyadi
kepulauan Nusantara. Bahkan paraahli

hukum dari kerajaan Malaka (1400-
1500) sering datang ke Samudra Pasai
untuk mencari keputusan tentang per-
masalahan hukum yang muncul di
Maaka Bukti lain, ahli hukumIdamteah
menulis buku panduan tentang hukum
Islam untuk masyarakat, misalnya
Nuruddinar-Raniry menulisbuku hukum
Islam yang berjudul “al-Syirath al-
Mustagim” (1628),'* Syekh Arsyad
Banjar menulis buku “Sabil al-Muh-
tadien”. Pada zaman VOC, Belanda
telahmengakui keberlakuanhukumIdam
di Indonesia. Pengakuan ini diperkuat
oleh Lodewijk Williem Crigtianvan den
Berg yang mengemukakan teori Recep-
tio in Complexu, yang pada intinya
untuk orang Idam berlaku hukum Idam.
Ini berarti bahwahukum Islam berlaku
secara keseluruhan untuk umat Islam.
Teori ini bertahan selama abad 19,
karena setelah itu Snouck Hurgronje
memberikan rekomendasi kepada
pemerintah Belanda untuk member-
lakukan teori receptie,!” yang menegas-
kan bahwa hukum Islam hanya bisa
diberlakukan untuk orang Indonesia
apabilatelah diterimaoleh hukum adat,
sehinggalahirlahigtilahadat recht. Oleh
Hazairin, teori ini sudahtidak berlakulagi
sgjak adanya UUD 1945.% Peradilan

16 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan
XVIII. Bandung: Mizan, 1995, him. 180. Lebih jauh dikatakan bahwa buku ini yang paling banyak
ditelaah, karena didalamnya membahas masalah agidah sebagai 1andasan dari hukum Islam. Namun
secara keseluruhan ada 29 karya Nuruddin ar-Raniry, mayoritas membahas tentang tasawwuf, kalam,

figh, hadis, sejarah dan perbandingan agama.

" Teori receptie oleh Hazairin disebut teori iblis, dan oleh Sutan Takdir Alisyahbanadikatakan teori
receptie telah mengacaukan kebudayaan Indonesia. Lihat Rifyal Ka' bah, op.cit., him 37.
18 Hazairin, Tujuh Serangkai Hukum. Jakarta: Tintamas, 1974, him. 7.
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agama pada abad ke-16 sudah ada di

hampir seluruh daerah di Pula Jawa
sebagal satu-satunyalembagaperadilan
yang melayani kebutuhan masyarakat.™®
Begitupun di luar Pulau Jawa, padamsa
Pangeran Adipati Koesoemadi Kuala
Kapuas sekitar 1638 juga sudah ada
Pengadilan Agama, yang tentu sgja
menerapkan hukum Idam dalam proses
peradilannya.?® Maka harus diakui

bahwa sebelum Belanda datang ke
Indonesia, hukum Islam telah berlaku
bersamahukum adat kebiasaan masya-
rakat setempat, bahkan hukum Islam
menyergp unsur-unsur lokd, ini berkaitan
dengan doktrin “al-’adatu al-muh-
kamat”.?* Hukum Islam telah lama
diterapkan oleh masyarakat Indonesia?
Karenamayoritasmasyarakat Indonesa
penganut agamaldam. Sedangkanitilah
hukum adat sendiri itu diperkendkanoleh
Belanda, karena sebelum kedatangan
bangsa Eropa istilah tersebut tidak
dikenal dalamm peristilahan hukumdi

Indonesia. Dalam beberapasuku bangsa,
antara hukum adat dan hukum Islam
merupakan satu kesatuan yangintegral.
L ebih-lebih setelah proklamasi kemer-
dekaan Indonesia pada tanggal 17

Agustus 1945, syarat dan dasar berlaku-
nyahukum Idam dan hukum agamayang
lain adalah pasal 29 ayat 1 dan2 UUD
1945, yang menyatakan bahwanegara
berdasar atasK etuhanan Yang MahaEsa
dannegaramenjaminkemerdekaantiap-
tigp penduduk untuk memel uk agamanya
masing-masing dan untuk beribadah
menurut agamadan kepercayaannyaitu.
Hal ini mengandung tiga makna; (1)
bahwa negara tidak boleh membuat
peraturan perundang-undangan yang
bertentangan dengan keimanan kepada
Tuhan Yang Masa Esa; (2) negara
berkewajiban membuat peraturan per-
undang-undangan yang bagi pe aksanaan
wujud rasa keimanan; dan (3) negara
berkewajiban membuat peraturan per-
undang-undangan yang melarang siapa:
pun melakukan pelecehan terhadap
garan agama. Dalam perspektif ini maka
diundangkannya Undang-Undang Pe-
kawinan, Wakaf, Peradilan Agama,
Bank Islam, Kompilas Hukum Islam,
Haji dan Zakat merupakan langkah
politik hukum yang dapat diterimadan
memiliki dasar yang kuat.?® Tapi apakah
ini tidak menimbulkan diskriminas bagi
mereka yang memeluk selain Islam?

% Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia. Jakarta: Intermasa, 1980, him. 25.
20 |ihat Mahadi, “Wewenang Pengadilan Agama”, dalam Majalah Hukum Nasional No. 13 Tahun

ke-1V, Juli-September 1990, him. 5

21 Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam. Bandung: al-Ma arif, [t.th]., him. 198. Adat dalam
kaidah ushul figh juga dianggap hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syareat.

2Mohd. IdrisRamulyo, Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan
Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 1995, him. 50.

2 Arskal Salim dan Azyumardi Azra, “Introduction the State and Shari’a in the Perspective of
Indonesian Legal Politics’, dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra (eds.), Shari’a and Politics in

Modern Indonesia. Singapore: ISEAS, 2003, him. 5.
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karenabelum adaundang-undang yang
mengatur kehidupan bermasyarakat bag
mereka. Hal ini muncul karenaditolak-
nyaPiagam Jekartayang mencantumkan
ciri keislaman, disebabkan alasan
diskriminas. Ddam Piagam Jekarta, slla
ketuhanan dirumuskan sebagai: “Ke
Tuhanan dengan kewgjiban menjalankan
gyaria |Idambagi peme uk-pemduknyd’,
adatujuh katayang ditambahkan pada
kataketuhanan. Akantetapi padamaam
menjelang tanggal 18 Agustus 1945,
Mohamad Hattamenerimapesan bahwa
Indonesia Timur tidak mau masuk ke
dalam NKRI kecuali tujuh kata itu
dihapus. Alasannya, tujuh kata itu
memberikan kedudukan yang istimewa
kepadasal ah satu agamadalam kondis
masyarakat Indonesiayang plura. Hatta
mengusulkan pencoretan tujuh kataitu
dalam sidang Pleno Panitia Persigpan
Kemerdekaan Indonesia(PPK1).2*

Walaupun Piagam Jakartayang
menjiwai UUD 1945, tujuh katanya
dicoret, tetap merupakan bagianyang tak
terpisahkan dari kongtitus, yaitu Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 yang member-
lakukan kembali UUD 1945. Maka
menegakkan syarest |dam daam bentuk
Undang-Undang atau Peraturan Peme-
rintah sebagai manaa tabel berikut ini
sebagai bukti bahwaHukumIdamtelah
mendapatkan tempat dalam sistem
hukum nasional, adal ah sebagai berikut:

Kelahiran Undang-Undang ini
tidak lepas dari perdebatan, bahkan
undang-undang tentang perkawinan
masih sgjadijadikan bahan perdebatan,
sehinggaadayang mengusulkan untuk
ditinjau ulang, disesuaikan dengan
perkembangan zaman. Musdah Mulia,
misalnya mengajukan Counter Legal
Draft (CLD) Kompilas Hukum Idam,
dengan ide mengharamkan poligami,

Tabel 1
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang Berdasarkan Syareat Idam

Undang-Undang/

No. Peraturan Pemerintah Tentang
UU No. 1/ 1974 Perkawinan
UU No. 7/1989 Peradilan Agama
PPNo.70dan 72/ 1992 | Bank Bagi Hasl
UU No. 7/1992 Bank Berdasarkan Syareat

UU No. 10/ 1998

Perbankan yang melegitimasi Perbankan Syariat

UU No. 17/ 1999

Penyelenggaraann Ibadah Haji

UU No. 23/ 1999

Pengel olaan Zakat

@O N O~ wWNE

UU No. 44/ 1999

K eistimewaan Daerah Istimewa Aceh

2 Frans Magnis Suseno, “ Seputar Rencana UU Peradilan Agama”, dalam Kompas 16 Juni 1989.
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memberi masa iddah bagi laki-laki;
menghilangkan peran wali nikah bagi
mempelal wanita, definis nikah bahwa
pernikahan itu merupakan kontrak sosd,
danlain sebagainya Ini addah dinamika
interna umeat |dam dalam mdihat hukum
Idam.

Hubungan Hukum Islam Dengan
Hukum Nasional

Tatahukum Indonesiayang ber-
landaskan Pancasila dan UUD 1945
telah memberikan landasan dan arahan
politik hukum terhadap pembangunan
bidang agama (hukum agama) dengan
jelas. Menurut Prof. Mochtar Kusumat-
madja, slaKeTuhanan Yang MahaEsa
pada hakekatnyaberis amanat bahwa
tidak boleh adaproduk hukum nasiona
yang bertentangan dengan agamaatau
bersifat menolak atau bermusuhan
dengan agama. Pasal 29 UUD 1945
menegaskan tentang jaminan yang
sebaik-baiknyadari Pemerintah danpara
penyelenggara negara kepada setiap
penduduk agar merekadapat memeluk
dan beribadah menurut agamanya
masing-masing. Hal ini menunjukkan
bahwanegaramengakui dan menjunjung
tinggi eksstend agamatermasuk hukum-
hukumnya, melindungi dan melayani
keperluan pelaksanaan hukum-hukum
tersebut. Negaramemiliki kepentingan
untuk menjadikan hukum Idam sebagai

hukum nasiond,, karenabagga manapun
juga negara harus mengakomodasi
mayoritas umat dalam melaksanakan
gyreatnya, Untuk itulah eksekutif, delam
hal ini presiden memiliki kewenangan
untuk mengajukan hukum Islam ke
legidatif untuk dijadiken hukumnasiond.
Bahkan menurut Hocker, presdendadam
pembuatan hukum menjadi peran pe-
nentu sepanjang sejarah Indonesia,
karenahampir ssmuahukumIdamuntuk
mendapatkan satutushukum positif sddu
ada intervens dari presiden terhadap
lembagalegidatif.

Pada masa Orde Baru, kepen-
tingan negarapadahukum Idam dilaku-
kan daamtigabentuk, yakni (1) unifikes
hukum (the unification of law) menjadi
blueprint dalam perkembangan sistem
hukum nasional. Kebijakanini didasar-
kan padaduaperspektif, yaitu perspektif
nasi onalisme dan wawasan nusantara.
Tetapi dalam pelaksanaannya tidak
dapat sepenuhnya diterapkan karena
penduduk Indonesiatidak tunggd, tetapi
ma emuk. Penergpan secararigid hanya
akan menimbulkan ketidakadilan.
Hukum Idam dapet dilaksanakan sdama
tidak mengancamintegras bangsadan
persatuan nasional. Pengembangan
hukum nasional diarahkan padakodi-
fikas danunifikas hukum sesual kepen-
tingan masyarakat. Bentuk hukumtertulis
tertentu dikodifikasi dan diunifikasi

% Arskal Salim dan Azyumardi Azra, Introduction the State and Shari’a in the Perspective of
Indonesian Legal Politics, dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra (eds.), Shari’a and Politics in

Modern Indonesia, op.cit., him. 6.
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terutamahukum yang bersifat “ netral”
berfungs sebagal rekayasasosial, dan
memperol eh pengakuan dalam sistem
hukumnasiond . Dibdik unifikas hukum
adatendensi politik, agar umat Islam
memberikan dukungan politik terhadap
rezim Orde Baru. (2) rekayasa sosid
(social engineering), dimana hukum
menjadi alat terhadap perubahan sosidl,
sehingga semua pembuatan hukum
mengabdi kepada pembangunan nasio-
nd. (3) umat Idamitumayoritasdari segi
jumlah, namun minoritasdari agpek peran
politiknya, karenaselalu terpinggirkan
terutama pada rezim Soekarno dan
Suharto, sehinggaterjadi ketegangan -
ketegangan padaawal kekuasaannya.?’
K ebijakan-kebijakan politik pemerintah
Orde Baru terhadap umat 1slam sgjak
tahun 1967 s/d 1997 dapat dipolakan
daamtigahubungan, yakni antagonitik,
resiprokal kritis, dan akomodeatif.2®
Waaupun hubungan Idamdengan
negaratidak selalu harmonis, tidak ada
alasan bagi negarauntuk tetap mendis-
kriminasikan hukum Islam dalam tata

hukum nasional dengan alasan eksklu-
sivitas. Secara historis hukum Islam
dengan segenap polalegidasinyatelah
teruji, baik eks stensinyamaupun efek-
tivitasnya, dalam turut sertamenjamin
kehidupan masyarakat Indonesiayang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945. Hukum Idam bukanlah
sesuatu yang harus dijadikan momok
bagi masyarakat, karena hal ini telah
terbukti sgjak periode Piagam Madinah
dimanakaidah-kaidah (hukum) Islam
dapat menjamin kelangsungan penye-
lenggaraan negara secara adil dan
sgahtera. Untuk mengimplementasikan
semuaitu tidak harus misalnyadengan
menerapkan aturan-aturan pidanaldam
di Indonesia ataupun bahkan dengan
mengubah NegaraK esatuan Republik
Indonesamenjadi Negaraldam, namun
yang terpenting bahwa hukum Islam
harus dapat menjiwai dan menjadi
pondasi utama bagi struktur hukum
nasiond. Oleh karenaitu, hukum Idam
tidak hanyadapat hidup berdampingan
dengan hukum nasional, namun hukum

26 Teuku Mohammad Radhie, Politik dan Pembaharuan Hukum, dalam Prisma No. 6, Tahun

Il Jakarta: LP3ES, 1973, him. 4.
2 1bid., him. 9.

2 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru. Jakarta: Gema Insani Press,
1996, him.26-30. Periode antagonistik tahun 1966-1982, ditandai hampir semuakebijakan pemerintah
selalu menempatkan | slam padaposisi lawan, perlu dicuriga dan sebagai ancaman seriusbagi pemerintah,
sehingga sangat merugikan kepentingan | slam. Periode resiprokal kritistahun 1982-1985, dimanasikap
antagonistik pemerintah terhadap umat 1slam masih kelihatan, hanyatidak lagi segalak padamasayang
lalu. Karenapemerintah menyadari betul bahwaumat |slam sebagai mayoritas penduduk negara, sebagai
penentu keberhasilan pembangunan, maka umat Islam harus dirangkul dan dipelihara. Dan periode
akomodatif tahun 1985-1997, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk produk

hukum yang menguntungkan umat |slam.
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Islam juga dapat berperan sebagai
pondasi utama dan melengkapi keku-
rangan-kekurangan yang terdapat dalam
hukum positif atau hukum nasional.
Menurut Abdul Ghani Abdullah bahwa
berlakunyaberlakunyahukum Idam di
Indones atelah mendapat tempat konsti-
tusiona yang berdasar padatigaaasan,
yaitu: (1) alasan filosofis, gjaran Idam
rnerupakan pandangan hidup, citamora
dan cita hukum mayoritas muslim di
Indonesia, dan demi mempunyai peran
penting bagi terciptanyanormafunda
mental negara Pancasila; (2) alasan
sosiologis, masyarakat Idam Indonesia
menunjukan bahwa cita hukum dan
kesadaran hukum bersendikan gjaran
Islam memiliki tingkat aktualitasyang
berkesambungan; dan (3) dasanyuridis,
yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan
29 UUD 1945 memberi tempat bagi
keberlakuan hukumldam secarayuridis
formal.?® Makakalau ada pertanyaan,
mungkinkah hukum Idam dapat menjadi
hukum nasional ? Jawabannya adal ah
sangat mungkin, karenamemiliki dasar
yang kuat hukum Islam untuk dapat
menjadi hukum nasional. Justru perta-
nyaannya, bagaimanastrateginyauntuk
menjadikan hukumIdammenjadi hukum

nasiona di Indonesiadi masadepan?

Strategi Politik Hukum Islam
Strategi adalah rencana jangka
panjang dengan diikuti tindakan-tin-
dakan yang ditujukan untuk mencapai
tujuan tertentu, yang umumnyaadal ah
“kemenangan”. Strategi dibedakan
dengantaktik yangmemiliki ruanglingkup
yang lebih sempit dan waktu yanglebih
singkat, waaupun padaumumnyaorang
sering kali mencampur adukkan ke dua
katatersebut. Sedangkan politik hukum
seperti yang disampaikan oleh Moh.
Mahfud M D* addah garisresmi tentang
hukum yang akan dibuat oleh negara
untuk mencapai tujuan dalam waktu
tertentu. Ismail Sunny mengilustrasikan
bahwa politik hukum sebagai suatu
proses penerimaan hukum Idam digam-
barkan kedudukannya menjadi dua
periode, (1) periode persuasive source
yakni setiap orang Idlam diyakini mau
menerimakeberlakuanhukumIdam; dan
(2) periode authority source yakni
setigp orang Islam meyakini bahwa
hukum Islam memiliki kekuatan yang
harus dilaksanakan. Dengan katalain,
hukum I dam dapat berlaku secarayuri-
disforma apabiladikodifikaskandaam

2 Abdul Ghani Abdullah, “Peradilan AgamaPascaUU No0.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum
Islam di Indonesia” dalam Mimbar Hukum No. 1 tahun V (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam

Depag RI, 4, him. 94 106.

% Definisi ini disampaikan oleh Mahfud M D dalam perkuliahan Politik Hukum Islam di Indonesia,
dihadapan mahasiswa S3 program Politik Islam, pada hari Sabtu 1 Nopember 2008 jam 14.00 di

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
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perundang-undangan nasiond . Sedang-
kan tujuan negara adalah melindungi
segenap bangsa dan tumpah darah
Indonesia, mencerdaskan bangsa, kese-
jahteraan umum dan ketertiban dunia.
Oleh karena itu harus ada langkah-
langkah untuk mencapai tujuan tertentu,
yakni diundangkannya hukum Islam
secararesmi oleh negaradalam rangka
memberikan perlindungan kepada
rakyat. Mungkinkah ini bisa terjadi,
mingingat negaralndonesiabukannegara
Idam, namunjugabukan negarasekuler?
melainkan negara yang berpenduduk
mayoritas beragamalslam. Indonesia
addahnegarayang plurd dari segi etnik,
bahasa, budaya, agama, terbentang dari
Sabang sampa Merauke. Inilahuniknya
Indonesia, bukan negaralslam, tetapi
melahirkan produk undang-undang
hukum Islam. Hal ini disebabkan
memang ada political will dari pihak
eksekutif yakni presiden dan legidatif
untuk melahirkan undang-undang yang
dapat memberikan perlindngan kepada
umat |dam dalam melaksanakan hukum
Islam. Maka untuk melakukan trans-
formas hukumldamkeddam supremes
hukum nasional, diperlukan partisipas
semuapihak danlembagaterkait, seperti
hal nyahubungan hukum Islam dengan
badan kekuasaan negarayang mengacu
kepadakebijakan politik hukum yang
ditetgpkan. Politik hukumini merupakan

produk interaks kalangandit palitik yang
berbasis kepada berbagai kelompok
sosd budaya Ketikadit politik memiliki
dayatawar yang kuat dalam interaksi
politik itu, makapeluang bagi pengem-
bangan hukum Islam untuk ditransfor-
measi kan semakin besar.

Prosedur dalam menentukan
keputusan politik di tingket legidatif dan
eksekutif ddamhd legidas hukumIdam
(legal drafting) seharusnya mengacu
kepada politik hukum yang dianut oleh
badan kekuasaan negarasecarakol ektif.
Karenaundang-undang dapat ditetapkan
sebagal peraturan tertulisdan resmi yang
dikodifikasikan apabilatelah melalui
proses politik pada badan kekuasaan
negarayaitulegidatif dan eksekutif, serta
memenuhi persyaratan dan rancangan
perundang-undangan yang layak. Pen-
dekatan konsepsional prosedurd legis-
las hukum |dam sebaga manadikemu-
kaekanolehA. Hamid S. Attamimi addah
bahwapemerintah dan

DPR memegang kekuasaan di
dalam pembentukan undang-undang.
Disebutkan ddam pasal 5ayat (1) UUD
1945 bahw, Presiden memegang
kekuasaan membentuk undang-undang
dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat. Sedangkan dalam penjelasan
mengenai pasal 5 ayat (1) UUD 1945
dinyatakan bahwa, kecuali executive
power, Presiden bersama-samadengan

3lsmail Sunny, “Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesiadalam Bidang Hukum Islam”, dalam
Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia, Jilid I. Bandung: Ulul Albab Prss, 1997, him. 40.
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Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan
legislatif power dalam negara. *
Berpijak dari pemahamandi atas,
makadrategi atau langkah-langkah yang
harus ditempuh agar hukum Islam
menjadi hukum nasional adalah (1)
menj abarkan hukum-hukum Idamyang
terdapat dalam a-Qur’ an dand-Sunnah
dalam bentuk rancangan yang mudah
dipahami dan diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari; (2) rancangan
tersebut harus diutamakan lebih dahulu
hukum Islam yang dirasakan nilai
kemad ahatan bagi rakyat dan negaradan
dalam rangkatercapai nyatujuan negara;
(3) membangun kekuatan politik yang
solid, baik di eksekutif maupun di
legislatif,karena kedua kekuasaan ini
merupakan representas dari kedaulatan
rakyat, presiden dipilih langsung oleh
rakyat, begitujugaanggotaparlemennya
Rousseau dalamteori kedaulatan rakyat-
nyamengatakan bahwatujuan negara
adal ah untuk menegakkan hukum dan
menjamin kebebasan warganegaranya,
yakni kebebasan dalam membuat pe-
rundang- undangan, karena undang-
undangitu harusdibentuk oleh kehendak
umum (valonte generale), di mana

seluruh rakyat secara langsung me-
ngambil bagian dalam proses pem-
bentukan undang-undang itu;* (4)
Kesatuan dan persatuan ormas Islam
untuk memberikan dukungan kepada
eksekutif dan legidatif untuk segera
menjadikanhukum Idammenjadi hukum
nesond.

Olehkarenaitu hukumIdam akan
menjadi hukum nasional di Indonesia
untuk masadepan, akan sangat tergan-
tung padalembaga:-lembaganegarayang
terkait, ormas-ormas|dm dan kekuatan
politik. Hukum tidak akan dapat dijadi-
kan undang-undang dan tidak memiliki
kekuatan kalau politik tidak mendukung.
Bangunan palitik yang memihak kepada
umat I1slam harus diusahakan sebaik
mungkin. Pertikaian, konflik sesama
kekuatan politik Islam untuk meraih
kekuasaan harusditinggalkan. Berpikir
ke depan untuk penerapan syareat Idam
dan demi kemajuan bangsadan negara
harusmenjadi prioritas.

Penutup

Umat Idam Indonesiajumlahnya
terbesar di dunia, sehinggabanyak negara
dan cendekiawan—ilmuwan—mancane-

2A.Hamid S. Attamimi, ““Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan
Pemenntah Negara: Suatu Anaiisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi

Pengaturan dalam Kurun Waku Pelita 1-Pelita IV”*, Disertasi Doktor Universitas donesia. Jakarta:

Ul, 1990, him. 120-135. Moch. Mahfud MD dengan tegas menyatakan bahwa DPR merupakan
elemen penting dalam mewujudkan legislasi hukum Islam, namun lembaga legislatif itu bukan satu-
satunya. Lihat Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antata Hukum Barat dan
Hukum Islam”, dalam al-Jami’ah Journal of Islamic Studies, No. 63/V1/1999. Yogyakarta: State Institute
of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga, 1999, him. 46.

3 Soehino, limu Negara. Yogyakarta: Liberty, 1980, him. 156-160. Bandingkan dengan

Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
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garayang menaruh perhatian kebangkitan
Idamakanlahir dari timur yakni Indonesa
Perhatian duniaitu memang tidak salah,
karenadilihat dari jumlah penduduk yang
beragamaldamterbesar, perlindungan
negarakepadaumat |dam sangat mema
dai, kebebasan melaksanakan syareat
Idam, sumber-dayamanusayang handd,
organisas massaldamyangjumlahnya
banyak, dan kehidupan yang rukun antar
umeat beragama, internumeat beragamadan
umeat beragamadengan pemerintahaddah
dasanyangrasonad. Namun kalaumeli-
hatnyadari dalam, ternyatajumlah umat
Islam yang mayoritas belum menjadi
pemain utamadalam kehidupan berbangsa
dan bernegara

Dilihat dari aspek politik, belum
pernah partai politik yang berasasidam
dan berbasismassaumat | dam menjadi
pemenang pemilu sgjak pemilu pertama
tahun 1955 sampai 2004, sehinggaumat
Islam belum dapat bergerak secara

|el uasamenentukan arah pembangunan
bangsa. Dilihat dari aspek ekonomi,
pemain utamadalam bisnisbukan umat
Idam, sehinggaumat Idamtidak dapat
mengendaikan perekonomian nasiond.
Ideologi kapitalisme masih menjadi
panglima, dan dengan mudahnya
menggeser ideologi pancasiladandam.
Jurang antara yang kaya dan miskin
semakin tajam. Ada Direktur Utama
sebuah perusahaan berpenghasilan 1 M
dalam satu bulan, sementara ada pen-
duduk adli Indonesiayang mati karena
kelaparan, gizi buruk. KetuaDPR yang
tiap bulan ngantongi 100 juta rupiah,
pendukungnya yang berjuang mati-
matian di bawah, untuk makan harus
berhutang, rebutan Bantuan L angsung
Tunai (BLT) 300 ribu pertigabulan.

[tulah Indonesia, negarayang unik,
pimpinannyaunik, anggotadewannya
jugaunik. Tagpi unik itumahd, karenajadi
barang antik.
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